
 
BUPATI BANDUNG 

 

PERATURAN  BUPATI  BANDUNG  
 

NOMOR  43 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

TAMBAHAN PENGHASILAN DUKUNGAN MOBILITAS BAGI PEJABAT 
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  BANDUNG, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan 2011 pasal 39 ayat (7a)  Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan 

peghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya; 

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan  tugas 

pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten 
Bandung, maka perlu adanya pengaturan dalam 

pemberian tambahan penghasilan dukungan mobilitas 
bagi pejabat struktural di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Bandung;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

peraturan bupati tentang tambahan penghasilan 
dukungan mobilitas bagi pejabat struktural di 

lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400);   

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);      

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan 
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun  

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 
Tahun 2007); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung  Tahun 2007 Nomor 1); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 
Nomor 19);  

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 

2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Organisasi Lembaga Teknis  Daerah Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 
Nomor 11); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan 

Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 

2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun  

2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 

Nomor 25); 
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan 
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten 

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2011 Nomor 6) ; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 

2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan 

Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2013 Nomor 12); 

24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, 
(lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 

Nomor 9); 

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN DUKUNGAN MOBILITAS BAGI 
PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN BANDUNG   

   

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :   
 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

 
3. Bupati adalah Bupati Bandung. 
 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang. 

 
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut 

UPTD adalah unit pelaksana teknis pada Dinas di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. 

 
6. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan 

objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang 
diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan 
umum pegawai. 

 
7. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas 

ada dalam struktur organisasi. 
 
 
 
 
 
 



5 
 

8. Tambahan Penghasilan Dukungan Mobilitas Jabatan 
struktural adalah tambahan penghasilan yang diberikan 
setiap bulan kepada pejabat Struktural di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mendukung 
pelaksanaan tugas. 
 

 

 

BAB II  

TAMBAHAN PENGHASILAN DUKUNGAN MOBILITAS  

Pasal 2 

 

(1) Pemberian tambahan penghasilan dukungan mobilitas 
diberikan kepada pejabat struktural di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan 
pertimbangan kebutuhan penggunaan Bahan Bakar 
Minyak sesuai dengan standar kendaraan dinas 
operasional/jabatan berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan daerah.  
 

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan dalam bentuk uang kepada pejabat 
struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV, baik yang 
memegang atau tidak memegang kendaraan dinas. 

 
(3) Besaran Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 
 

(4) Besaran Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dikenakan Pph Pasal 21 sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

 

 

Pasal 3 

 

(1) Tambahan penghasilan dukungan mobilitas bagi 
pejabat struktural dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 

(2) Tambahan penghasilan dukungan mobilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan di 
setiap SKPD. 
 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.   
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.   

 

 Ditetapkan di Soreang  
Pada Tanggal 4 Agustus 2014 

 
 BUPATI BANDUNG 

 
 

TTD 
 

 
DADANG M. NASER 

Diundangkan di Soreang 
pada tanggal 4 Agustus 2014 

 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG 
 

 
TTD 

 
 

SOFIAN NATAPRAWIRA 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014 NOMOR 43 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


